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RINGKASAN

Judul penelitian adalah "Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo".
Penelitian ini untuk jangka panjang diharapkan untuk menghasilkan desain
kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat profesi di Gorontalo. Oleh karena itu,
penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
Target khusus yang ingin dicapai pada tahun pertama adalah menganalisis
peraturan hukum tentang zakat profesi sebagai bagian dari kesadaran hukum
masyarakat serta model kerangka kebijakan yang mendukung pelaksanaan
pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Tahun kedua, menganalisis strategi kebijakan hukum  yang terkait
dengan  zakat profesi  serta  persepsi pengambil kebijakan terkait dengan  zakat
profesi di provinsi Gorontalo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe penelitian adalah socio
legal research, dengan teknik analisis kualitatif terhadap data yang bersumber dari
data primer dan data sekunder. Di samping itu juga menggunakan pendekatan
normatif, sosiologi, dan filosofis hukum. Untuk mencapai tujuan di atas, maka
digunakan teknik wawancara dengan informan yang terdiri dari para stokholders,
para muzakki dan masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi fokus akan dianalisis
secara kualitatif.
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BAB  I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Islam di Indonesia baik sebelum maupun setelah masa

kemerdekaan, kontribusi sosial dari zakat dan shadaqah dalam lingkup terbatas

baru terwujud berupa pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan sosial bagi

umat Islam di berbagai pelosok tanah air. Tetapi dari perspektif sosial dan

ekonomi, potensi zakat yang besar itu belum memberi pengaruh seperti yang

diharapkan bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi umat dan bangsa. Hal ini

disebabkan karena pendayagunaan zakat   belum pernah dikoordinasikan atau

diarahkan kepada suatu usaha besar yang meliputi umat Islam secara keseluruhan.

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah

Rasulullah SAW serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia

ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38

Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif

masih perlu disempurnakan, misalnya berkenaan dengan sanksi. Ketentuan sanksi

di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

memang sudah diatur tentang adanya sanksi tersebut, akan tetapi belum

menyentuh pada hal  yang spesifik. Seperti sanksi yang diterapkan kepada orang

yang enggan membayar zakat.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu

ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat

ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah

disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih

lanjut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f  Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah dicantumkan, namun hal ini perlu

dikaji kembali mengingat hasil pendapatan dan jasa cukup potensial untuk

dikeluarkan zakatnya dalam membantu kaum dhuafa.
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Zakat profesi baru dipermasalahkan saat ini, karena mengingat

penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. Penghasilan dan profesi

menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta

hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya aturan yang jelas

yang mengurai hal tersebut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah

mencantumkannya, namun hal ini perlu penafsiran tentang undang-undang

pengelolaan zakat tersebut.

Begitu banyak kalangan profesi yang perlu disentuh hati nuraninya

untuk dapat mengeluarkan sebagain rezekinya untuk dibagikan kepada yang

kurang mampu. Oleh karena itu peran negara sebagai fasilitator dalam hal

pengumpulan zakat dari para muzakki sangat menentukan perkembangan zakat di

Indonesia. Di sinilah, dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai wujud tanggung

jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Didin Hafidhuddin,(2005 :95) berpendapat bahwa setiap keahlian dan

pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait

dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan

dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif ,melakukan

kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

dan taat pada ketentuan syariat diharapkan pendapatan negara terutama dalam

zakat profesi akan mendukung keuangan publik, sehingga terwujud masyarakat

yang mandiri.

Memperhatikan paparan di atas menurut hemat penulis ada beberapa isu

hukum yang menjadi topik kajian dalam  penelitian ini. Adapun isu-isu hukum

dimaksud dapat diidentifikasi dalam tiga aspek yaitu (1) isu hukum yang

berkaitan dengan pengaturan hukum zakat profesi dalam tataran hukum positif;

(2) isu hukum strategi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan dan

pemanfaatan zakat profesi ; (3) isu hukum tentang persepsi political will dalam

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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2. Rumusan Masalah

Tahun Pertama

1. Bagaimanasubstansi pengaturan hukum zakat profesi ?

2. Bagaimana implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat Gorontalo?

Tahun Kedua

1. Bagaimana strategi kebijakan hukum yang akan dilaksanakan dalam

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo?

2. Bagaimana persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi

di Gorontalo?

3. Temuan Yang ditargetkan

Adapun temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah strategi/model

kebijakan hukum terhadap zakat profesi dalam mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat Gorontalo.Temuan ini diharapkan akan menjadi

kontribusi untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan zakat profesi di

Gorontalo. Berdasarkan temuan di atas, maka produk serta luaran yang

diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pada tahun pertama (2017) penelitian ini akan menghasilkan:

- Publikasi ilmiah melalui jurnal nasional/internasional

- Naskah kebijakan

2. Pada Tahun kedua (2018) penelitian ini akan menghasilkan:

- Buku

- HKI

- Publikasi pada jurnal internasional

4. Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu

1).Diharapkan penelitian ini mampu  memberikan kontribusi pemikiran baik

dari segi keilmuan khususnya ilmu hukum Islam, maupun kepada

pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terkait

dengan zakat profesi.
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2). Diharapkan dapat menghasilkan model kerangka kebijakan yang mampu

memberikan solusi bagi pemerintah daerah terkait zakat profesi dalam

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

3). Buku serta publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini menjadi

sumber informasi bagi pemerintah daerah, para muzakki (wajib zakat)

serta kalangan profesi lainnya, termasuk juga para akademisi yang terkait

dengan disiplin ilmu.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Zakat Profesi

Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah.

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya

ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sedang makna zakat secara

syar’i adalah :”Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang

yang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada

Allah swt” (Husein As-Syahatah, 2004 :4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

kata “zakat” diartikan dengan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh

orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah

ditetapkan oleh syara’.(DepDiknas, 2008 : 1568).

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan redaksi

yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang pengertian zakat ,

namun  pada prinsipnya sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan

persyaratan tertentu, sehingga Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk

menyisihkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya dengan

persyaratan tertentu pula.(Majma Lughah al-arabiayah, 1972: 396, juz 1).

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan

keahlian khusus sebagai mata pencaharian. (Mas'ud Khasan Abdul

Kohar,1988:200). Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan

pendidikan keahlian tertentu. (Peter Salim,1991: 1192). Sedangkan dalam kamus

bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang

dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu.

Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya.(DepDiknas,2008:1104).

Dalam Kamus Law Dictionary, kata professie (Belanda), profesi, keahlian

dalam suatu bidang tertentu atau suatu disiplin ilmu yang
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khusus:profession,avacation requiring advanced education and training (Inggris).

(Martin Basiang,2009: 348).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para

pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian

yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata

lain mereka bekerja karena profesinya.Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat

yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai

nishab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara,

konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi (1991: 487), menyebut istilah zakat profesi dengan Kasb

al-Amwal al- Mihan Al-Hurrah, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang

dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan,

atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima

imbalan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting

untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau

pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang

dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan

sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin

juga da’i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-

sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan

sistem upah atau gaji. (Didin Hafidhudin, 2002:93).

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka zakat profesi adalah

zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil

(uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian

tertentu, Dari defini di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi

berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu :

a. Jenis usahanya halal.

b. Menghasilkan uang relatif banyak.

c. Diperoleh dengan cara yang mudah.

d. Melalui keahlian tertentu.
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Walaupun zakat profesi merupakan zakat yang baru muncul dan belum

banyak dikenal di masa generasi terdahulu, namun  bukan  berarti pendapatan dari

hasil profesi atau yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tersebut bebas

dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan

golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang

membutuhkan. Serta dapat menjauhkan dari sifat kikir, rakus, serakah dan

ketidakpedulian terhadap sesama. Di samping itu, zakat dapat mendatangkan

ganjaran pahala dan mensucikan jiwa pemilik harta tersebut dari ketoran dan dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi (1991 : 459) pekerjaan yang menghasilkan uang

ada dua macam: Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa

tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan

yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti

penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu

dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain

baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang

diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan

seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip

antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk

mendapatkan/memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu.

Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

2.  Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati

memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada

kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya.

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaa zakat profesi. Bahkan ulama

modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaily juga belum bisa menerima keberadaan

zakat tersebut. Alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama
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salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya

zakat profesi (Moh. Zainal Muttaqin: 2008).

Menurut Sahal Mahfudh , sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang

zakat profesi. Jika memang ada, ya diada- adakan Sehubungan dengan itu, ia

menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal

tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun

mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya

gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki

syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat

milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii (Safal Mahfud: 1994).

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada

zaman dahulu memang telah ada praktek zakat profesi, namun kondisi pada saat

itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah

kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat

itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda

dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan

petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam

mengembangkan usahanya, dan  hidup dalam kemiskinan.

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu

Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah

mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (adillah) yang

dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat

profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya Ulama

memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan:

1. Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (al-maal

al-mustafad) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat

dijadikan landasan untuk mentakhshis dalil ’am atau mentaqyidi yang

muthlaq.

2. Ulama sahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat profesi (al-

maal al-mustafad), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan

sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya
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pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang

satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan

berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan

kepada otoritas nash :”Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada

Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Hadits)”.

3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada

pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena nash-nash yang menunjuk

pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.

4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara

umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.

5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban

zakat kepada sebahagian besai pegawai tinggi dan para profesional yang

mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan

untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban

zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat

dan rajin menabung.

6. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi

pada ketidak adilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang  petani yang

bekerja menggarap sawahnya berbula-bulan ketika memperoleh hasil

sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras

bernilai sekitar Rp 1800.000,) dikenakan beban zakat 5-10 persen, sementara

para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja

profesional yang mendapatkan uang (income) sangat besar tidak dikenakan

zakat.

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah di antara para ulama saat ini

dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah dipandang

sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah  dipertentangkan saat ini

merupakan  suatu penemuan hukum yang berdasarkan ijtihad. Oleh Karena itu, di

dalam al-Quran disebutkan bahwa jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. (QS, An-Nisa, ayat :59)
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3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum berlakunya kewajiban zakat ini adalah di dasarkan kepada

AlQuran dan al-Hadits. Dalam al-Quran terdapat beberapa kata yang semakna

dengan zakat, yaitu:

a. Zakah, kata zakat dalam al-Quran ditemukan di antaranya

dalam surah al-Baqarah ayat 110.

b. Shadaqah, di antaranya dalam surah al-Taubah ayat 103.

c. Nafaqah, di antaranya terdapat dalam surah al-Taubah ayat

34.

d .Haq, di antaranya terdapat dalam surahnal-An’am ayat 141

M. Amin Rais mengemukakan bahwa dizaman modern sekarang ini, di

mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan

modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk

lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern.

Karenanya, fikih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu

memperoleh kajian ulang dikalangan ulama muslim dan para sarjana Islam,

termasuk persentase yang 2,5% itu.(Moh.Idris Ramulyo,1995: 134)

Hukum zakat adalah ”Wajib” ditunaikan oleh umat Islam yang mampu,

kewajiban serupa pula harus dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian

profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan

bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang)

yang banyak dan telah mencapai nishab. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam

Al-Quran, al-Hadits, Ijtihad Para Ulama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,

sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.
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a. Dalam Al-Quran antara lain : QS. At-Taubah (9) :103

Terjemahan:

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan

mereka dengannya (dengan zakat). Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu

mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui”.(QS: AT-Taubah ;103).

Di dalam ayat itu tersirat suatu perintah untuk mengambil harta secara

proaktif atau bahkan menurut para mufassirin dibolehkan mengambil harta secara

“paksa”. Dan  dibalik harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain,

yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang

berhak menerimanya.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untuk kamu.”(QS: Al-Baqarah ;267)

Dalam ayat di atas, kata kasab dapat dimaknai sebagai sesuatu yang

umum dan mencakup berbagai bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha

dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk di dalamnya

perdagangan, pertanian dan peternakan. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk

ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyah.

Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

Terjemahan :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak dapat bagian”(QS: Adz-Dzariyat ;19)
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Dari ayat tersebut, nampak bahwa zakat pada hahikatnya adalah

pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada

orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Adz-Zariyat ayat 19 tentang

kewajiban berzakat. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan

yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus

dikeluarkan zakatnya.Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya

telah cukup memenuhi kebutuhannya, maka wajib atas harta kekayaannya itu

zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya maka ia menjadi

penerima zakat saja.

QS. Al-Hadid Ayat 7

Terjemahannya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya-Nya dan nafkahkanlah sebagian

dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya…”

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa pada hakikatnya  pemilik harta

yang mutlak adalah Allah swt, sedangkan manusia bukan menguasai sepenuhnya

harta tersebut, bahkan manusia diperintahkan untuk menafkahkan hartanya

berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.

Mengenai kewajiban zakat tercantum pula  dalam  al-Quran seperti Surat

Al-Baqarah ayat 43 : Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah

bersama dengan orang-orang yang ruku’ “.  Surat Al- Baqaraah ayat 110 :Artinya:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :

Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :
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ا  ل م د أفض ى ی ات عل ة للممتلك ة خیری ل مؤسس و أفض ي ھ دقات الرئیس ة أو الص ة الخیری الجمعی

.یكفي من ناحیة أدناه لشخص الذي كنت مسؤولا (العیشتبدأ مع ا (رواه البخاري) .(

“Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah sedekah dari
harta yang cukup. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah
dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya)” HR Bukhari.

Hadits di atas memberi makna bahwa yang dimaksud dengan tangan di

atas adalah sedekah,dan tangan di bawah adalah meminta-minta.

Dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim (t.th (1) : 18 ) sebagai

berikut :

رجل إلیھ وسألھ : یا رسول الله ، ما ھو الاسلام؟ النبي قال : "سبت یوم واحد للنبي محمد وأصحابھ ، ثم جاء

و  ا ھ الإسلام ، ھو أنك عبادتھ وحده لك تشرك بھ شیئا ، ویطلب منك أقاموا الصلاة ، والزكاة التي تعطیھا م

مطلوب ، یمكنك تشغیل صوم رمضان "(رواه البخاري مسلم)

“Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah
kepadanya seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?
Nabi SAW menjawab : Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya
engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya,dan engkau mendirikan salat yang
difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau
menjalankan puasa di bulan Ramadhan”. (HR.Bukhari Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang definisi Islam kepada seseorang yang

belum mengetahui apa sebenarnya itu Islam. Salah satu makna hadits tersebut

adalah perintah memberikan zakat.

Hadits Nabi SAW :

(رواه الطبراني)“عند الناس یترددون في قضیة جمعیة خیریة ، والله اختبار لھم مع الجفاف والمجاعة“

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan

kekeringan dan kelaparan”. (HR.At Thabrani)
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Hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu adalah “wajib” . Bahkan

para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh oang-orang yang enggan

mengeluarkan zakat.

Hadits Nabi SAW :

بازار(الممتلكات بحیث أنھ سیتم تدمیر الكنز". الموارد البشریةواضاف "اذا خیریة مختلطة مع غیرھا من 
(.

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu”
(H.R.Al-Bazar dan Baehaqi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dan diambil

dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir,dengan demikian

maka zakat itu dari umat untuk umat.

Begitu juga dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dari Ali ra : Artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas

orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai

kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada

saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya

diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan

mengadzab mereka dengan pedih”.

c. Ijtihad Para Ulama

Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah

sepakat akan kewajiban zakat dan  bagi yang mengingkarinya  berarti telah kafir

dari Islam.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan  semua ulama  disemua negara

bahwa zakat itu wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk

membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, barang

siapa mengingkari kefadhuannya berarti kafir atau jika sebelumnya dia merupakan

seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama
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adalah orang murtad. Kepadanya diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad,

seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan

sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat mereka harus dibunuh”.(Wahbah

Al-Zuhaily, 1997 :90).

d.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Penghasilan/

Profesi.

Sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi (zakat

penghasilan) akan diuraikan, maka  alangkah baiknya disebutkan dulu fatwa-

fatwa ulama mengenai zakat profesi sebagai acuan/dasar pijakan bagi umat Islam:

a. Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz , mengatakan bahwa “Bukanlah

hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati adalah

dua mata uang (emas dan Perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada

jenis-jenis harta semacam ini adalah bila sudah sempurna mencapai

haul…Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab

persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang

merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah

ada nash, maka tidak ada lagi qiyas.”

b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin :” Tidak ada zakat

pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun).

Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada

zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran

nisabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada

harta simpanan tersebut. (majalah As-Sunnah Edisi 06/VII/2003)

c. Fatwa Syaikh Abu usamah Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari :

“Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan gaji bulanan,

apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu

diwajibkan dengan beberapa perkara, pertama, harta yang telah terkumpul
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telah berlalu padanya satu haul, yaitu satu tahun.Kedua, hendaknya telah

mencapai nishab.”

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan

bahwa penghasilan yang telah didapatkan oleh para pekerja profesi (pegawai

negeri/swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan lain-lain) merupakan

sumber pendapatan yang belum dikenal pada zaman dulu, dibandingkan dengan

bentuk pendapatan (pedagang, petani, peternak) yang telah jauh lebih populer

pada saat itu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang telah didapatkan dari

hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Karena pada hakikatnya zakat adalah

pungutan harta dari orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang

lemah atau kurang mampu, sehingga apabila telah memenuhi ketentuan wajib

zakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya

mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap

pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperolah

dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan,

maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta

pendapatan yang diperolah dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan

syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat

tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520

kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil
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pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan

yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup

nishab.

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama

satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah

cukup nishab.
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai  berikut:

1. Untuk menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat

profesi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan zakat profesi

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan ilmuan yang

hendak melanjutkan ataupun yang ingin membahas masalah zakat

utamanya zakat profesi, sehingga persoalan zakat profesi bukan hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah semata ,akan tetapi menjadi pula

bagian dari para ilmuan yang hendak memperdalam kajian tentang hukum

Islam.

2. Secara Praktis,  penelian ini sangat bermanfaat bagi kalangan profesi yang

hendak menelaah ataupun mengkaji masalah ini. Di samping itu, sebagai

bahan pembanding bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh

tentang masalah zakat profesi.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah  penelitian hukum yang  akan mengkaji dan

menganalisis  isu-isu  hukum yang berkenaan  dengan  penelitian  tentang

implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat Gorontalo. Masalah tersebut berkaitan dengan aspek hukum

pengaturan zakat profesi, masalah implikasi kebijakan zakat profesi serta

persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis dan

filsufis. Adapan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  :

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penggunaan

pendekatan ini dalam penelitian normatif  merupakan suatu keharusan yang sangat

diutamakan oleh karena secara logika hukum, fokus penelitian normatif  tertuju

pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (writtin law).

Kedua, pendekatan konsep atau teori hukum (conceptual

approach).Relevansi pendekatan ini sangat penting oleh karena pengaturan

,strategi kebijakan serta persepsi pengambil kebijakan zakat profesi  ini perlu

pembaruan konsep sehingga akan berkonsekuensi pada perluasan teori-teori baru

dalam hukum Islam agar dapat efektif mendukung pelaksanaan zakat profesi di

Gorontalo.

Ketiga, pendekatan  filosofis hukum. Penggunaan pendekatan ini adalah

berupaya menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang tersirat dalam

pengaturan hukum zakat profesi dan filosofi  yang akan menjadi dasar para ulama

dalam memberikan fatwanya guna mewujudkan kesejahteraan  masyarakat yang

adil dan merata.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang

dikategorikan ke dalam :
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden

melalui wawancara (interview) maupun dari hasil isian kuesioner yang

diedarkan kepada responden.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu,

berupa dekumen-dekumen termasuk juga literatur bacaan lainnya seperti

majalah maupun ketentuan perundang-undangan yang sangat berkaitan

dengan pembahasan penelitian ini.

Kategori kedua jenis data tersebut, sumbernya adalah :

1. Data Pimer bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan zakat profesi, misalnya dengan Lembaga BAZNAS

Daerah , para ulama dan ilmuwan, kalangan profesional, para muzakki

serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang akan

diteliti.

2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan , hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang ataupun

berupa dokumen-dokumen yang telah ada yang terkait dengan penelitian

ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh

beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-

buku, majalah-majalah, artikel, ataupun melalui internet dan sejenisnya yang

relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode :

a. Kuisioner, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang sengaja diedarkan

kepada para responden sehingga dapat mengumpulkan berbagai data dan

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Wawancara, yakni berdialog dengan informen-informen yang dianggap

representatif dan memahami masalah yang dibahas.
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5. Analisa Data

Dalam menganalisis data, digunakan dua macam pendekatan yaitu analisis

kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang sukar

dikuantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen, hasil

wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

masalah yang dikaji.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan  sebagai pendukung data analisis kualitatif dalam

menyajikan data bahasa simbol baik berupa tabel maupun berupa bentuk lain

dengan rumus frekuensi :

Persentase = Frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%.

Dimana : P      : Persentase

F      : Frekuensi

N      : Jumlah Responden

100%: Bilangan Pengali
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BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Substansi Pengaturan Hukum Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi sangatlah potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

khususnya di daerah Gorontalo. Sebab, jika dimaksimalkan pengelolaannya maka

akan menambah stabilitas perekonomian masyarakat. Tentunya untuk menunjang

kegiatan tersebut dibutuhkan  regulasi yang jelas dan tegas serta peran dari

pemerintah dalam pemberlakuan zakat profesi.

Adapun regulasi yang mengatur tentang zakat secara nasional di atur dalam

Undang -Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52

Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat

Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Keputusan Presiden RI

Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Selain aturan tersebut di atas, ada pula aturan khusus yang mengatur tentang

Zakat di Daerah antara lain; Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Zakat serta Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat.

Guna untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang

selalu dinamis dan berkembang mengikuti zaman, sebagai akibat dari pengaruh

globalisasi dan modernisasi.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditetapkan prinsip pengelolaan

zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat

bersama pemerintah.Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan

perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan

pengelola zakat sesuai mekanisme yang ada. Selain memiliki prinsip tersebut,
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pengelolaan zakat juga berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan

:"Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."

Sedangkan tujuannya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011), yaitu:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan.

Potensi zakat profesi sangat besar baik dalam penerimaan maupun

pengeluarannya. Agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi

kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial,

maka pengelolaan zakat profesi sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui

peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah. Hal

ini dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan

lancar dan juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan

pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87 % adalah

cukup besar. Tetapi untuk menggali dan menggerakkan potensi tersebut agar

merupakan faktor dominan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi warga

masyarakat yang sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan masih

memerlukan berbagai langkah dan upaya serta sentuhan sosialisasikepada

masyarakat sehingga masyarakat sadar akan keawibannya.

Kemiskinan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan

kekayaan yang merata. Dalam perspektif sosiologis, menurut Marzuki Pakaya

(ketua Bazda Kota Gorontalo) berdasarka hasil wawancara tanggal 14 Februari

2017 bahwa kemiskinan muncul karena adanya kesenjangan, baik kesenjangan

social maupun ekonomi, dan masih ada perbedaan yang sangat menyolok antara

orang kaya dan miskin. Di samping itu, banyak para cendekiawan berpendapat

bahwa,  salah satu upaya fundamental yang bisa dilakukan untuk mengentaskan
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atau memperkecil masalah kemiskinan adalah melalui upaya mengoptimalkan

pelaksanaan dan pemanfaatan zakat.

2. Implikasi Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Gorontalo

a. Zakat Profesi Sebagai Bagian Dari Pembangunan Ekonomi

Berbicara mengenai ekonomi, kebanyakan masyarakat awam hanya berpikir

mengenaiZakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki potensi

yang sangat besar baik bagi para mustahiq (penerima zakat),  para muzakki

(pembayar zakat) maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Zakat selain

berdimensi ibadah maliyah ijtimaiyyah,selain itu dari sisi pembangunan

kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrument pemerataan

pendapatan yang strategis. Dengan pengelolaan yang baik maka  pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pendapatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat

yang kurang mampu.masyarakat, melainkan juga para pemangku kepentingan dan

para akademisi displin ilmu lainnya. Dipahami bahwa ekonomi dapat

dianalogikan sebagai oxsygen bagi segenap manusia yang hidup dibumi. (Nur

Moh.Kasim, 2014: 51)

Zakat profesi merupakan salah satu income pendapatan perekonomian di

Indonesia. Bila mana hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa angin

segar bagi dunia perzakatan di Indonesia. Di samping itu, akan menbawa

pengaruh positif bagi perekonomian di Indonesia serta dapat meningkatkan

kesejahtraan masyarakat yang lemah.

Di Indonesia, walaupun penetapan zakat profesi belum maksimal

dilaksanakan dan masih di qiyaskan dalam zakat penghasilan dan sudah ada

ketentuannya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun hal ini masih perlu

pengkajian ulang mengingat jenis zakat ini adalah merupakan zakat yang baru

muncul pada zaman modern dan cukup potensial. Oleh karena itu, perlu adanya

ketegasan mengenai ketentuannya. Tujuannya agar dapat memberikan manfaat
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yang besar bagi kaum lemah sekaligus untuk peningkatan pembangunan ekonomi

umat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah telah membuat regulasi

yang akan mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan

dan harapan tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat pada umumnya

dan zakat profesi atau penghasilan pada khususnya di daerah ini cukup besar

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu diseriusi oleh pemerintah

daerah dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat miskin di daerah.

Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Beragam masalah tentang zakat yang terjadi selama ini disebabkan beberapa

hal diantaranya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi

persoalan kesejahtraan belum serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi

yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya,

ternyata masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, negara berperan untuk mengatur

kegiatan ekonomi agar terjaga stabilitas ekonomi dan mesejahtraan rakyatnya agar

tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi

yang dilakukan pemerintah dalam membangun ekonomi dengan pertumbuhan

yang signifikan dan merata.

Permasalahan ekonomi adalah suatu hal yang amat krusial dalam kehidupan

manusia baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahtraan dan

ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi

masyarakatnya. Hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia

adalah berasal dari bagaimana distribusi harta ditengah-tengah masyarakat

terjadi.Hal ini dapat memacu pemerintah untuk segera melakukan hal-hal yang

bersifat  proegressif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah

membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan meningkatkan

kesejahtraan masyarakat secara adil. Dalam kaitan ini Didin berpendapat bahwa

penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat
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yang sejahtera (lahir-batin) dan berkeadilan. Indikator kesejahtraan adalah

terbebas dari kekufuran, kelaparan, kemusyrikan, dan rasa takut.(Nur Moh Kasim,

2014:53).

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat diperlukan karena

akan mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Menurut pandangan

Islam, campur tangan pemerintah dibidang ekonomi tidaklah terbatas hanya pada

kebijakan fiskal dan moneter saja. Akan tetapi Islam menghendaki selain campur

tangan pada kedua bidang tersebut, pemerintah berkewajiban pula terlibat penuh

dalam menjaga dan mengembangkan moral pelaku ekonomi.

Ada beberapa peran penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yaitu

: (Herwin Mopangga, 2011: 156-157).

a. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan sosial politik

dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan

dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini

sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan

motor pertumbuhan ekonomi.

b. Ketidak mampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi

enterprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan

mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori

proses pertumbuhan.

c. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang

dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikan produktivitas

perekonomian.

d. Rendahnya tabungan investasi masyarakat (sektor swasta) merupakan pusat

atau faktor penyebab timbulnya dilema kemisknan yang menghambat

pertumbuhan ekonomi.
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e. Hambata sosial utama dalam menaikan taraf hidup masyarakat adalah jumlah

penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat.

Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju

pertumbuhan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan

melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan

yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan

menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah sosial, politik

dan ekonomi.

f. Pemerintah dapat menciptakan spirit atau semangat untuk mendorong

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan

pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikan kapasitas produksi

masyarakat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya demi mendongkrak pendapatan negara

dan pendapatan daerah , maka pemerintah Indonesia harus serius dalam

menangani zakat profesi ini. Inti dari sumber keuangan negara dan keuangan

daerah dalam ekonomi Islam adalah zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal,

maupun zakat profesi

Di samping itu, zakat profesi memiliki dampak positif bagi kehidupan social

ekonomi masyarakat diantaranya dengan bertambahnya lapangan kerja dan

berkurangnya pengangguran, maka kesenjangan social akan berkurang dan

peningkatan hidup masyarakat akan semakin membaik dan akhirnya akan

memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Paradigma zakat profesi selama ini dipahami banyak orang hanyalah

merupakan jenis zakat penghasilan bagi profesi tertentu. Padahal jenis zakat yang

satu ini sangat  potensial dan produktif membantu  masyarakat yang kurang

mampu.Bilamana model pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan serta

pendistribusian  zakat profesi ini dimaksimalkan, maka akan melahirkan satu

konsep pemodelan yang nantinya akan membantu pemerintah, pengelola

zakat,serta masyarakat dalam menghadapi problem zakat.
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Implementasi zakat pada umumnya hanyalah bergerak pada pemberian

bantuan semata yang bersifat konsumtif.Padahal bentuk pemberian tersebut

hanyalah memenuhi kebutuhan dasar saja serta wujudnya dalam masyarakat tidak

efektif dan edukatif.Sementara masyarakat yang kurang mampu menginginkan

bantuan yang diberikan bersifat produktif dalam bentuk pemberian modal bergulir

atau pemberian modal usaha untuk membantu pedagang kecil dalam

mengembangkan usahanya.

Realita yang ada di propinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo,

Kabupaten Gorontalo dan Kabupten Boalemo, pemberian bantuan yang bersifat

produktif itu sangatlah efektif dan efesien. Hal ini terbukti dengan adanya

beberapa orang miskin yang telah diberikan bantuan secara bergulir  berupa modal

usaha sudah mampu  mengembangkan usahanya sendiri. Begitupula dengan para

abang bentor yang notabene penghasilannya hanya pas-pasan, dengan adanya

pemberian bantuan berupa modal usaha maka usaha merekapun makin

berkembang.Oleh karena itu, pemberian bantuan  seperti  ini perlu ditingkatkan

secara merata dan proporsional kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu

.Ada lima program baru yang dilaksanakan sekarang terkait pemberian bantuan

kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu 1) program mahayani berlanjut tapi

sudah dalam bentuk hibah,2) program ekonomi produktif (usaha ekonomi mikro),

3) insentif para imam di desa terpencil, 4) bantuan kesehatan bagi para ibu hamil

miskin dan  5) pemberian honor bagi guru-guru agama yang diangkat oleh Pemda.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah khususnya provinsi

Gorontalo melalui pemerintah Kabupaten/Kota telah membuat regulasi yang akan

mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan dan harapan

tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat profesi di daerah ini cukup

besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.Hal ini perlu diseriusi oleh

pemerintah daerah dalam rangka membantu memberdayakan orang miskin

didaerah. Selain itu, zakat  dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan

daerah. Rata-rata yang dipotong sebanyak 2,5% dari total penghasilan/gaji.
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Sementara para wajib zakat yang kena zakat profesi adalah PNS semua instansi,

dan pegawai dilingkungan pemda Gorontalo, serta para profesional lainnya.

Berdasarkan hasil survey lanjutan pada tanggal 18 April 2017 dan

konsultasi dengan pemerintah daerah Gorontalo ternyata zakat profesi sudah

diberlakukan dibeberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota , akan tetapi

pelaksanaannya belum merata secara keseluruhan pada muzakki . Hal ini yang

mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian  lebih lanjut tentang pentingnya

pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi tersebut. Belum maksimalnya

pelaksanaan zakat profesi kepada para muzakki disebabkan kurangnya

sosialisasi,dan penguatan regulasi terkait dengan zakat profesi serta evaluasi

terhadap pemberian bantuan secara produktif.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal

25 Juli tahun 2017 dengan  menghadirkan pemateri atau pengurus zakat wilayah

propinsi Gorontalo dan dosen pembanding merupakan bagian dari bentuk kegiatan

lanjutan dari aplikasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman

masyarakat Gorontalo akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dengan

adanya kegiatan tersebut akan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Berdasarkan data

dilapangan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan

memahami materi yang telah disampaikan, ini dibuktikan dengan berbagai macam

pertanyaan yang diajukan.Sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk

merubah status dari mustahiq menjadi muzakki akan terwujud.

Selain itu,  output dari hasil penelitianuntuk tahap pertama adalah

publikasi jurnal internasional, pemakalah internasional dan menjadi tambahannya

adalah penyusunan draft naskah kebijakan tentang zakat profesi. Semoga apa yang

telah dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah

provinsi Gorontalo, Baznas Kab//Kota se Provinsi Gorontalo.Berbicara masalah

zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, pada hakikatnya adalah
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memfokuskan masalah tentang bagaimana implementasi zakat terhadap

masyarakat. Secara filosofis : sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa

yang kita lepaskan,bukanlah yang kita genggam/tahan. Intinya adalah Allah

memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin

sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya

kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya

dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir yang tidak

mempunyai harta sama sekali. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah

dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat profesi adalah salah satu

income pendapatan negara atau daerah, dan sebagai lokomotif perekonomian dan

pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial

antara si kaya dan si miskin.

b. Distribusi Zakat Dari Konsumtif Ke Produktif

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi penting, strategis dan

menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahtraan

umat. Hal ini disebabkan karena zakat tidak hanya berdimensi maliyah(harta) saja,

akan tetapi juga berdimensi ijtima'iyyah (sosial), sehingga disebut ibadah maliyah

ijtima'iyyah. Oleh karena itu, zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat

besar, baik bagi muzakki, mustahiq, harta itu sendiri, maupun bagi masyarakat

secara keseluruhan.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan yang strategis. Dengan zakat yang dikelola

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus

pemerataan pendapatan (economic growth with equality). Dalam Al-Hasr; (59): 7

disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar dikalangan orang kaya saja.

Dengan demikian, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu

tangan, dan pada saat yang sama mendorong seseorang untuk melakukan investasi

dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang

komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap

muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewai nisab.
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Menurut Said Sa'ad Marton, (2007: 126-128) zakat dapat menimbulkan

dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak

dalam produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan

pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya. Seluruh Incomeyang mereka dapatkan dari zakat akan

dikonsumsikan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian,

permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang

produsen harus meningkatkan produksi yabg dilakukan untuk memenuhi demand

yang ada. Sebagai multiplier effect, pendapatan yang diterima akan naik dan

investasi yang dilakukan akan bertambah.

Disamping itu, dengan zakat maka permintaan tenaga kerja akan semakin

bertambah, sehingga akan mengurangi pengangguran. Hal ini disebabkan karena

peningkatan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan

terhadap karyawan akan bertambah. Dengan bertambahnya lapangan kerja dan

berkurangnya pengangguran, maka kesenjangan sosial akan berkurang dan

peningkatan hidup masyarakat semakin membaik yang pada akhirnya akan

memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Karena begitu pentingnya zakat dalam islam, baik sebagai bukti hubungan

yang baik dengan Allah swt (habl min Allah) dan juga hubungan baik dengan

sesama (habl min al-nas), maka Allah swt menyebutkan secara tegas pengelola

zakat tersebut dalam al-Qur'an. Akan tetapi, walaupun al-Qur'an telah

menyebutkan secara jelas pengelolaannya ('amil), namun tidak sema muzakki

mendistribusikan zakatnya lewat 'amil tersebut karena sebagian mereka

mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Hal ini menurut

Abdurrachamn Qadir sebagai salah satu faktor internal ketidakmaksimalan

pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa pemehaman

masyarakat tentang distribusi zakat seperti ini disebabkan oleh pendapat para

ulama' tentang amil zakat. Sebagian ulama' mengklaim bahwa zakat lebih baik

diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada mustahiqnya. Adapun

faktor eksternalnya adalah faktor politis, yaitu masih dirasakan adanya hambatan
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dari segolangan masyarakat yang berpiiran sekuler atau penganut agama lain,

bahwa engelolaan zakat tidak dapat dimasukkan kedalam urusan pemerintahan

secara formal, karena hal itu akan mengarah kepada negara Islam dan

menghidupkan Piagam Jakarta.

Adapun menurut Sjechul Hadi Permono bahwa hal-hal yang menghambat

optimalisasi pendayagunaan zakat adalah :

1. Tidak ada persamaan persepsi antar ulama' dalam meletakkan zakat,

apakah dalam bidang ta'abbudi atau al-furud al-ijtima'iyyah.

2. Sebagai ulama' beranggapan bahwa zakat sekedar ritual seremonial, tidak

ada kaitannya dengan ekonomi sosial dan dengan pengentasan kemiskinan.

3. Banyak orang awam menganggap bahwa sumber-sumber zakat hanya

yang telah ada saja pada masa nabi Muhammad saw.

4. Banak yang beranggapan bahwa zkat itu 'ibadah syakhsiyyah, ibadah

pribadi tidak perlu campur tangan orang lain.

5. Undang-undang yang ada (UU No. 38//1999 Tentang Pengelolaan Zakat)

tidak memberi sanksi terhadap orang islam yang mampu tapi tidak

mengeluarkan zakat.

6. Badan pengelola zakat, baik BAZNAS maupun BAZDA tidak resmi

pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak-hak

memaksa, sehingga dengan demikian tidak efektif.

7. Anggaran pengeloaan zakat tidak masuk dalam APBN dan APBD karena

bukan badan resmi pemerintah.

8. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, akan tetapi tenaga swasta,

kurang efektif, gajinya sangat rendah. (2003; 354-356).

Dengan demikian, maka pendistribusian zakat, baik sevara konsumtif

maupun produktif mendapat justifikasinya dalam Islam. Di Indonesia, melalui

Kementrian Agama RI membagi pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat

menjadi empat macam, yaitu : konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif

konvensional dan produktif kreatif.
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Konsumtif tradisional adalah model pendayagunaan zakat dengan cara

membagikan zakat kepada mustahiqsecara langsung untuk kebutuhan sehari-hari,

seperti pembagian zakat fitrah dan uang kepada fakir miskin. Konsumtif kreatif

adalah pembagian zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan

digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial

dan ekonomi yang dihadapinya, seperti pemberian beasiswa, alat-alat sekolah, dan

sebagainya. Produktif konvensional adalah pembagian zakat dengan cara

pemberian zakat dalam bentuk barang-barang tersebut, para mustahiq dapat

menciptakan usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing alat pertukangan,

dan sebagainya. Sedangkan produktif kreatif adalah pemberian zakat yang

diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan

proyek sosial, seperti pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi

pengembangan usaha para pedagang kecil dan sebagainya.

Dengan demikian, maka perlu diadakan reinterpretasi pendayagunaan zakat

untuk memaksimalkan manfaat zakat yang diditribusikan. Reinterpretasi ini

menurut Eri Sudewo bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu ditinjau dari

sisi syariah seringkali asnaf fi sabil Allah diijtihadkan penggunaannya tidak

mengarah pada manusianya, melainkan banyak digunakan untuk pembangunan

fisik, seperti rumah sakit, madrasah, mesjid, dan sebagainya atau kegiatan yang

sifatnya terkait dengan keagamaan. Adapun dari sisi manajemanya, bahwa pilihan

prioritas menjadi kata kunci untuk pendistribusian zakat. Dalam rangka mencegah

meningkatnya kemiskinan, maka yang dibuthkan adalah cara yang paling efektif

dan efisien. Intinya terletak pada nilai strategisnya, multipler effect, dan manfaat

yang besar.(2008 :268). Untuk lebih memaksimalkan pendistribusian zakat

tersebut, Setiawan Budi Utomo, mengajukan tiga asas yaitu asas proporsionalitas,

prioritas dan aktualitas. Asas Proposionalitas dimaksud adalah penerapan alokasi

dana zakat untuk delapan mustahiq secara tepat. Sedang asas prioritas dan

aktualitas adalah penyaluran dana zakat harus memperhatikan kebutuhan prioritas

dan aktual yang dimiliki oleh mustahiq.
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c. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

Sehubungan dengan pengeloaan zakat yang kurang optimal, ada sebagian

masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat itu secara

roduktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahtraan umat Islam khusunya dan

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Pada tahun 1990-an, beberapa

perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga zakat yang

bertugas mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) dari karyawan

perusahaan yang bersangkutan, dan masyarakat seperti misalnya Dompet Dhu'afa

Republika (DPR). Pada waktu itu dengan kekuatan media Republika DPR secara

terang-terangan mempersuasai masyarakat untuk menyalurkan ZIS-nya ke SPR.

Dengan himbauan terbuka ini, kompetisi diam-diam antar Lembaga Pengumpul

Zakat menjadi lebih terbuka dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.

Pada awal Agustus 1999, Metri Agama RI, A. Malik Fajar, membacakan

RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang Paripurna DPR-RI, setelah

melalui perjuangan yang keras dan panjang, maka pada tanggal 23 September

1999 Presiden RI B.J Habibie, mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999 tentang Zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan

Keputusan Mentri Agama RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengellaan Zakat.

Jika diperhatikan, umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini sangat

mengharapkan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka

mengharapkan lembaga zakat itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat

fakir miskin, meningkatkan kesehatan masyarakat, memberikan beasiswa kepada

mereka yang ingin meneruskan belajar, dan memberi modal kepada mereka ingin

berusaha dan sebagainya.

Tujuan umum usaha-usaha pengembangan zakat di Indonesia ialah agar

bagsa Indonesia lebih mengamalkan seluruh ajaran agamanya, dalam hal ini zakat

yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai

masyarakat yang adil dan makmurmateril dan spritual berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945. Meskipun umat Islam selalu melaksanakan kewajibannya membayar

zakat, namun pengaruh lembaga tersebut belum nampak kuat dalam
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perkembangan ekonomi masyarakat atau dengan kata lain zakat belum dapat

meningkatkan kesejahtraan umat secara menyeluruh. Padahal apabila zakat

dikelola secara optimal dan profesional dengan tetap menerapkan fungsi standar

manajemen yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organising),

pengarhan (actuating), dan pengawasan (controlling), jelas akan dapat

meningkatkan kesejahtraan umat dan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun banyak hal yang mendorong umat Islam untuk memungut dan

melaksanakan kewajiban membayar zakat, namun dalam masyarakat jelas masih

ada beberapa masalah. masalah-msalah tersebut antara lain adalah pemahaman

zakat, yakni pengertian umat Islam tentang lembaga zakat ini. Sampai saat ini

pengertian mereka tentang zakat masih sangat terbatas dibanding dengan shalat,

puasa dan haji.

Masalah kedua yang dihadapi adalah masalah konsepsi fikih zakat. Fikih

zakat yang selama ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia

hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang tentu

saja dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Perumusan tersebut jelas

sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat

modern saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang yang mempunyai

sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh fikih zakat

yang telah ada.

Masalah ketiga adalah adanya benturan kepentingan organisasi-organisasi

atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat ini dengan misalnya

BAZ (Badan Amil Zakat) atau Lembaga Amil Zakat, organisasi pengelola zakat

yang baru. Disamping itu jga masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya

terhadap lembaga pengumpul zakat yang ada. Akibatntya, masih cukup banyak

muzakki menerahkan zakat kepada pihak yang ia kehendaki tanpa adanya

koordinasi dengan lembaga pengelola zakat yang sudah ada.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, ada beberapa upaya yang

harus dilakukan, antara lain adalah penyebarluasan pengertian zakat.

Penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar, sebaiknya dilakukan

melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Disamping itu,
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penyebarluasan pengertianzakat juga dapat dilakukan melalui seminar, media

elektronik, media ctak dan penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang

di zakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya sesuai dengan perkembangan

zaman. Akhir-akhir ini masalah penyebarluasan pemahaman zakat sudah mulai

dilakukan. Upaya lain yang harus dilakukan adalah merumuskan fikih zakat baru.

Untuk membuat konsepsi fikih zakat baru tersebut harus ada kerjasama

multidisipliner antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan

zakat. Fikih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan

yang ada dan akan ada di Indonesia. Memgenai barang yang dizakati, sebagai

sumber zakat hendaknya semua jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada

dalam masyarakat Indonesia.

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 diharapkan amil zakat di Indonesia

dapat mengelola zakat secara produktif dan optimal. Untuk melaksanakan UU

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, Mentri Agama RI

menetapkan Keputusan Mentri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat

dilakukan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat

maupun di daerah. Organisasi BAZ disemua tingkat bersifat koordinatif,

konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan

emerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah,

adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Meskipun pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, tetapi dalam

Keputusan Mentri Agama RI No. 581 Tahun 1999 masyarakat tetap diberikan

kesmpatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya

dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat sendiri yang disebut Lembaga Amil

Zakat (LAZ). LAZ yang telah dan akan dibentuk dikukuhkan, dibina dan

dilindungi oleh pemerintah.

Dengan adanya BAZ dan LAZ ini diharapkan zakat, infaq, dan shadaqah

yang diberikan oleh umat Islam yang mempunyai kelebihan harta dapat dikelola

dan dapat didistribusikan kepada yang berhak. Meskipun masyarakat sudah diberi

kesempatan untuk membentuk LAZ, namun dalam masyarakat masih cukup
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banyak lembaga-lembaga pengelola zakat. Dan kondisi demikian jelas akan sulit

dilakukan koordinasi.

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada banyaknya zakat

yang terkumpul, tetapi sangat tergantung pada dampak dari pengelolaan  zakat

tersebut dalam masyarakat. Untuk itu, dalam penegelolaan zakat diperlukan

beberapa prinsip, antara lain :

1. Pengelolaan harus berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Zakat merupakan

salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang erat kaitannya dengan

masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam

pengelolaannyapun harus sesuai denga ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan dala al-Qur'an dan Sunnah.

2. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan

manajemen yang terbuka. Oleh karena itu, pihak pengelola zakat harus

memopergunakan sistem informasi moderen yang dapat diakses secara

langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pihak pengelola zakat harus

membuat laporan secara berkala, baik mengenai dana terkumpul,

pendistribusiannya, juga mustahiq, dapat diketahui setiap saat. Untuk itu

amil zakat harus terus membina dan memantau para mustahiq.

3. Mempergunakan manajemen dan administrasi modern. Dalam hal ini amil

zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat

saja, tetapi juga harus memahami manajeman dan administrasi modern.

Oleh karena itu pengurus BAZ dan LAZ harus terdiri dari berbagai orang

yang memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan

tenaga yang diperlukan dalam pengelolan zakat itu, sebagai contoh ahli

hukum, ahli hukum Islam, ekonom, banker, ahli administrasi, ahli

komunikasi, ahli manajemen dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan

tingkatannya.

Dalam mengelola zakat, BAZ dan LAZ harus memiliki nperencanaan yang

matang, mulai dari menentukan muzakk mustahiq, pola pengelolan dan

lain-lain. Di samping itu, pengorganisasiannya jauga harus dilaksanakan
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dengan sebaik-baiknya, sehingga pengarahan dapat dilakukan. Dalam

pengelolaan zakat ini ada juga hal yang tidak dapat ditinggalkan, yakni

perlu adana controlling dari semua pihak. Dengan demikian jia ada hal-hal

yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya segera dapat diperbaiki.

Untu memudahkan mustahiq menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya,

pengelola zakat harus bekerja sama dengan bank-bank islam.

4. BAZ dan LAZ harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Sesuai

dengan Undang-Undang 38 Tahun 1999 dan Keputusan Mentri Agama

Republik Indonesia, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus

diaudit.

Disamping itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan

zakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar

dari kesulitan dan penderitaan.

2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.

3. Menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu

masyarakat.

4. Miningkatkan syi'ar islam.

5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

6. Mewujudkan kesejahtraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dipegang

oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat infak, dan sadaqah

dikelola dengan manajemen moderen dengan tetap menerapkan empat fumgsi

standar manajemen, nempaknya sasaran zakat, infaq maupun shadaqah akan

tercapai. Oleh karena itu, menjadi 'amil zakat harus orang yang benar-benar

profesional, jujur, amanah, dan mempunyai komitmen terhadap rinsip-prinsip dan

tujuan pengelolaan zakat. Ynag menjadi masalah saat ini adalah masih adanya

pengelola zakat yang bekerja sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan amil

zakat yang lain atau BAZ dan LAZ, ditambah lagi mereka mengelola zakat yang

masih tradisional dan bersifat konsumtif. Keadaan yang demikian menyebabkan



39

zakat, infaq dan shadaqah belum dapat menciptakan kesejahtaraan umat dan

keadilan sosial.

d. Kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi di Gorontalo.

Pasang surut pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo dikarenakan adanya

kebijakan tentang pengaturan pengelolaan zakat yang belum maksimal, sehingga

berdampak pada implementasi pengelolaannya.Implementasi zakat yang didasari

regulasi yang jelas pada hakekatnya adalah menempatkan pegawai negeri atau

swasta sebagai subyek. Pegawai negeri atau profesi lain yang mempunyai

penghasilan tinggi sebagai subyek dalam pembayaran zakat, dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan oarang lain..Yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

ekonomi lemah. (Muhamad Hadi; 2010 : 204).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat (UUPZ) memberikan implikasi

sangat luas bagi lembaga pengelolaannya. Penunaian zakat diharapkan bisa

membudaya dalam masyarakat muslim yang mampu, serta dapat difungsikan

secara optimal sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa.

(Nur Moh.Kasim; 2014:70).

Sejalan dengan itu pula, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat sangat relevan dengan ketentuan hukum Islam, di mana

pengelolaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Meskipun

demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini pemerintah tidaklah berjalan

sendiri.Pemerintah memiliki kekuatan dan mempunyai kewenangan untuk

memaksa kepada para wajib zakat untuk menyerahkan hartanya serta menyisihkan

sebagian penghasilannya untuk kepentingan orang banyak.Sebagaimana pernah

dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW.

Praktek demikian sebaiknya dilakukan dan diikuti oleh sebagian besar

pegawai negeri atau swasta atau profesi lain yang ada di Gorontalo, sehingga

pengelolaan zakat lebih maksimal dan profesional. Hal ini senada dengan hasil

wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Zulbahri Yusuf, ST,. MT pada

tanggal 14 April 2017) bahwa pemotongan zakat oleh pemerintah daerah sudah

dilakukan dengan baik meskipun masih ada kendala yang dihadapi terutama
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dalam hal  pemahaman tentang kewajiban mengeluarkan zakat yang masih

bersifat personal, serta pelaporan terhadap penyaluran dana zakat yang telah

dikumpulkan belum berjalan maksimal.

Hal ini mendorong lembaga Baznas daerah  untuk lebih efisien dalam

pengelolaan zakat, sehingga tidak akan terjadi lagi persaingan dalam

pengumpulan zakat dan tidak akan terjadi lagi overlapping dalam pendistribusian

zakat. Selain itu, tidak akan terjadi lagi ketimpangan informasi terhadap para

muzakki dalam menyetor zakatnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk

menumbuhkan kepercayaan dan menertibkan data sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai

dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan

sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas

moral atau iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta

memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan orang banyak.

Sebagaimana menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan

the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk

sebanyak-banyaknya orang) Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi

manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ahmad Ali; 2010 : 273).

Tegasnya menurut teori ini , masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang

mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau

masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada

rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin

dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau

ketiadaan kesengsaraan, ketidak bahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan

kesenangan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya

orang, maka yang harus dilakukan adalah menunaikan kewajiban berzakat bagi

yang mampu serta ditunjang pula dengan mekanisme pengelolaan zakat yang baik

dan profesional serta berdasarkan ketentuan syariah. Agar tidak terjadi

ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan lembaga
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BAZNAS Gorontalo dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada yang

membutuhkan serta saling memberi informasi terkait pengelolaaan zakat,

sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan ketentuan pengeloaan zakat tersebut, nampaknya belum

dibarengi dengan aturan mengenai pengelolaan keuangan zakat. Olehnya itu,

sebaiknya pengelolaan zakat ini dilengkapi dengan aturan pengelolaan keuangan

zakat agar pelaksanaan pengelolaan zakat ke depan menjadi sistimatis dan lebih

baik. Jika mekanisme pengelolaan keuangan zakat ini berpedoman pada model

pengelolaan keuangan daerah, niscaya pengelolaan keuangannya akan lebih tertib.

Dana zakat dapat dikelola dengan baik bila lembaga yang mengelola memiliki

mekanisme keuangan yang sehat.

Sehubungan dengan pengelolaan dana zakat ini, sebaiknya ada sinergitas

antara pemerintah pusat, pemerintah  daerah, BAZNAS dan LAZ dalam

memajukan dan mengembangkan pengelolaan zakat ini dari sebuah lembaga

sosial keagamaan menjadi sebuah lembaga keuangan keagamaan. Dengan

demikian, standar tata kelola dana zakat mendekati standar pengelolaan lembaga

keuangan syariah. Ini dilakukan semata-mata agar pengelolaan dana zakat

menjadi transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariah.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Gorontalo

alangkah baiknya dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah yakni Baznas

Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS atau di bentuk lembaga

pengelolaan yang baru

Nomor Pernyataan Frekuensi Persentase
01 Cukup 20 50%
02 Tidak cukup 5 12%
03 Harus lembaga baru 15 38%

Jumlah 40 100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017
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Dari tabel di atas, jelas bahwa ada 50 % responden menjawab pengelolaan

zakat profesi cukup dilakukan oleh Baznas 12% menjawab tidak cukup ,

sedangkan 38% responden menjawab harus dibentuk lembaga baru yang khusus

mengelola zakat profesi. Ini berarti bahwa lembaga bentukan pemerintah yakni

BAZNAS masih sangat dipercayai oleh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat.

Meskipun ada sebagian masyarakat menginginkan dibentuknya lembaga baru

yang khusus mengelola zakat profesi, dengan alasan agar pengelolaannya dapat

meningkat dan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan khususnya

dalam dunia perzakatan di Indonesia.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi tersebut, sesuai dengan data

yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 5 Juli 2017 dengan Bapak H, Iwan

Adam, S.Ag. MH (Ketua bidang Pendayagunaan Zakat Propinsi Gorontalo),

bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi dikhususnya di Provinsi Gorontalo

sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan

dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak

menerima.

Sebagai bahan pembanding tentang mekanisme pengelolaan zakat(zakat

profesi), sesuai hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Samsudin D.Noho (Ketua

Baznas Kab. Gorontalo) tanggal 9 Agustus 2017 bahwa para wajib zakat

(muzakki) pada umumnya menyetor zakat profesi setiap bulan melalui bendahara

masing-masing SKPD, atau sudah dipotong langsung melalui bendahara masing-

masing SKPD. selain itu bagi para wajib zakat lainnya seperti pengusaha dan para

mantan pejabat di lingkungan propinsi Gorontalo diberikan edaran ataupun

himbauan agar mereka membayar zakat  profesi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan

zakat profesi khususnya di propinsi Gorontalo pada dasarnya sudah baik dan

sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan

dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan  lembaga BAZNAS

dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan,saling

bertukar informasi dalam hal pengelolaan zakat, saling take and give, sehingga

pengelolaan zakat ke depan akan meningkat, guna mewujudkan kesejahteraan
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masyarakat. Berkenaan dengan  pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut

ini tentang mekanisme penyaluran zakat profesi.

Tabel 2. Mekanisme penyaluran zakat profesi

Nomor Pernyataan Frekuensi Persentase
01 Baik 25 63%
02 Kurang baik 15 37%

Jumlah 40 100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017

Memperhatikan persentase dari pernyataan responden sebagaimana pada

tabel di atas, telah menggambarkan bahwa pengelolaan zakat profesi di propinsi

Gorontalo dapat dikatakan belum maksimal, terutama dalam hal

pendistribusiannya. Sebab dari 40 orang responden yang memberi jawaban masih

ada 15 atau 37% responden yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran zakat

profesi kurang baik. Ini membuktikan bahwa masih beragam mekanisme

penyaluran, sehingga masih perlu disempurnakan. Upaya menyempurnakan

pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil

guna dan berdaya guna  serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi, tentunya tidak terlepas dari

berbagai hambatan, baik hambatan pada saat pengumpulan maupun

penyalurannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang

pengelolaan zakat, namun bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui. Hal ini

disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari

wajib zakat maupun yang bersumber dari pengelola zakat. Hambatan yang

dimaksud dapat diketahui lebih jelas melalui analisa data yang diperoleh peneliti.

Tebel 3. Hambatan dalam penyaluran zakat profesi

Nomor Pernyataan Frekuensi Persentase
01 Ada 18 45%
02 Kadang - kadang 7 18%
03 Tidak ada 15 38%

Jumlah 40 100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017
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Pada tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa ada 15 atau 38% responden yang

mengatakan tidak ada hambatan dalam penyaluran zakat, sedang 18 orang (45%)

responden yang mengatakan ada hambatan dan 7 orang responden(18%)

mengatakan kadang-kadang ada hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa 45% masih menyatakan adanya hambatan dalam penyaluran zakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyaluran

zakat khususnya zakat profesi masih ada, walaupun hambatannya tidak terlalu

menonjol, paling tidak ada pembenahan dari segi administrasi yaitu perlu adanya

data yang akurat  tentang muzakki dan mustahiq, serta perbaikan dari segi

menejemen. Sebab pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil apabila ada

pengaturan (manajemen) yang baik dalam pengumpulan dan pembagian zakat.

Sebaik-baik tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak

amanah dan tidak profesional, maka yang baik akan berbalik seratus delapan

puluh derajat kepada yang buruk. Dalam hal ini, ada keterkaitan yang sangat erat

antara tatanan dan peraturan dengan orang yang melaksanakannya, sehingga

dikatakan “sesungguhnya keadilan bukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam

hati pelaku hukum”.

Luaran yang telah dicapai antara lain publikasi pada jurnal internasional,

yaitu International Journal of Business and Management Invention (IJBMI

Volume 6 Issue 5, Version III, May 2017), Pemakalah pada International

Conference on Law, Economic, and Governance (ICOLEG) di Patrajasa Hotel

Semarang, pada tanggal 4-5 September 2017, dan telah dihasilkan sebuah naskah

Kebijakan tentang Implikasi Kebijakan Zakat Profesi terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang terlampir di akhir laporan ini.
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BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Melihat kondisi masyarakat Gorontalo khususnya yang kurang mampu yang

masih membutuhkan  sentuhan dari para muzakki (para professional) maka upaya

yang harus dilakukan adalah:

A. Program Pengelolaan

1. Tersedianya data base zakat, muzakki dan mustahik

2. Pelatihan dan pembinaan kepada para pengelola zakat agar job

discriptionnya jelas.

3. Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi dan rapat koordinasi;

4. Pembuatan kolom WEB untuk informasi zakat profesi.

5. Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

baik berupa iklan ataupun pengumuman melalui RRI Gorontalo,Harian

Gorontalo Post dan media sosial lainnya sebagai bentuk upaya

kepedulian terhadap masyarakat.

B. Program pemanfaatan:

1. Gorontalo Preneur : pemberdayaan dan pendayagunaan zakat melalui

pemberian modal bergulir.

2. Gorontalo Skill ; pemberian ketrampilan kewirausahaan kepada para

penerima zakat (mustahiq) yang menerima bantuan modal bergulir.

3. Gorontalo Smart : Sekolah binaan BAZDA

4. Gorontalo Care: pemberian santunan kepada mahasiswa, siswa yang

kurang mampu, serta bantuan social lainnya

C. Program Pendistribusian

1. Tercapainya skala prioritas  kebutuhan mustahik dalam pemberian

bantuan hibah.

2. Terpenuhinya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah

yang sangat mendesak.
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3. Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun

kelompok.

D. Program Pengembangan

1. Meningkatkan peran regulator dalam hal pengambilan kebijakan

terhadap zakat profesi, sehingga terwujud peraturan daerah tentang

zakat profesi.

2. Tersedianya SDM yang memadai dan berkualitas sehingga persoalan

mengenai zakat profesi segera teratasi.
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BAB VII

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian yang telah dilakukan ,maka ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru (UUPZ

Nomor 23 Tahun 2011), paling tidak peraturan yang ada bisa

mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang mampu agar responsif

mengeluarkan zakat profesi.

2. Sinergitas pemerintah dengan Baznas dalam hal penanggulangan

kemisknan di Provinsi Gorontalo

3. Perlu adanya sinergitas antara pengelola zakat dengan para muzakki dan

para mustahiq.

4. Peran pemerintah tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi perlu

dioptimalkan, sehingga zakat profesi benar-benar dapat membantu

masyarakat yang kurang mampu.

B. Saran

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum

Islam yang terkait dengan zakat profesi, maka peneliti memandang perlu

mengemukakan beberapa saran sebagi berikut:

1. Sosialisasi tentang zakat profesi perlu ditingkatkan agar pemahaman dan

kesadaran para muzakki akan kewajibannya jadi prioritas utama.

2. Budaya berzakat perlu ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan

kewajibannya.

3. Optimalisasi pengelolaan zakat profesi harus dikuatkan dengan Perda

zakat, bila perlu semua daerah memiliki regulasi tersebut.

4. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan agar tepat

sasaran.

5. Terbangunnya motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk
mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh
anggota masyarakat.
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The purpose of the research is to explain the substance of profession zakat regulation, to examine the government role in the management and
utilization of profession zakat and also to find out and analyze the importance of profession zakat management explicitlyso it can create a good open
management. Furthermore, the study aims to determine and analyze the constraints that obstruct the management of profession zakat in Gorontalo.
The type of the research is socio-legal research, by using a qualitative analysis technique.The data comprised primary and secondary data. This
research used the legislation approach, law concepts or theories approach, and case approach. Moreover, the research employed literature review
study, observation, and interview as the data collecting techniques. The results show that the management of the profession zakat in Gorontalo is still
low. It happened because substantially there is a weakness in the management of profession zakat, concerning the existing regulation has not
accommodated the interest of Islamic community especially those who are obligated in giving zakat. Meanwhile, there are a lot ofprofessional
groupswho are not aware of giving their profession zakat. Hence, there is a necessity to give them, those who did not obey or break the regulation,
strict penalties so that they will know and understand the importance of paying zakat. Other factors are the lack of reliable and professional human
resources, less supervision from the government.Thereisalso the lack of people awareness of zakat culture and the government role in managing and
utilizing profession zakat that has been maximal so that its application in society has not been distributed evenly. Profession zakat can empower the
less fortunate people by underlying the importance of profession zakat management and by doing a properadministrationof the process of collecting,
distributing, utilizing, as well as enhancing theprocess of profession zakat. In addition, the management of profession zakat must be done as
professional, transparent, and proportional as possible. Therefore, it can give a positive contribution to the local government especially Baznas of
Gorontalo Province.

Keyword: The urgency; Profession zakat management; Empowerment.
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1. Introduction
Profession zakat is a term that emerges nowadaywhich the

Salaf cleric calls by the term al-mal al-mustafad, which is
zakatincluded inal-mal al-mustafad. This type of zakat is from
income generated from professions such as salaries of
employees, consultants, doctors, and others or unexpectedly
generated sustenance such as sweepstakes and a prize quiz.
Profession zakat has been a debate since a long time. According
to those who oppose the profession zakatargue that there is no
clear and vigorous argument and no specific concrete example
from the Sunnaof Prophet Muhammad. However, for those who
agree and support the profession zakat, assume that the actual
zakat on income is not new things in Islam in which the source
is so clear and vigorous from the Quran.2

In the early twentiethcentury, the existence of profession
zakat has become widely recognized. Thisis markedby the
emergence of a great contemporaryscholar and highly prolific
writer of Egyptian masyhurasal, Yusuf al-Qaradawi.3 .His books
became the relevant references of Muslims in the world and
gave a significant influence on the development of discipline
related to zakat, including profession zakat.

The zakat is also supported by the Act Number 23 of 2011
on Zakat Management and Presidential Instruction No. 3 of
2014 on Optimizing Zakat Collection. Currently, some ministry
employees have implemented their zakat obligations according
to Presidential Instruction No. 3 of 2014. Employees' zakat is
paid by deducting 2.5%of their monthly salary.4 Thisis also
followed by most of thecivil servants in Gorontalo. The zakat
requirement is also included in Gorontalo Governor Regulation
No. 7 of 2014 on the Collection of Zakat in the Government of
Gorontalo Province.Due to the importance of the regulation on
the management, the government of Gorontalo province issued
a decree in the form of governor’s regulations that are binding
to the people of Gorontalo, especially the muzakki.

It is also explained in the governor regulation that the
subject and object of zakat collection is the muzaki which
consists of the civil servants/ civil servant candidates and
officials within the scope of the Government of Gorontalo
province.Their calculation of income has fulfilled the obligation
to pay zakat, and that the object of zakat is the revenue derived
from the profession as civil servant/civil servant candidates and
officials (PerGub No. 7 of 2014 Chapter III Article 3))

The zakat collection case is done within the Government of
Gorontalo Province and conducted by SKPD (Local
Government Agencies) Spending Treasurer with the calculation
of 2.5% from thenet salary of civil servants/civil servant
candidates and officer’sallowance received every month and
hasbeen registered on payroll list. (PerGub No. 7 of 2014
Chapter IV Article 4).

2 Fakhruddin, 2008, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, UIN Malang,
p.135-136
3 Didin Hafifuddin, 2007, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gema Insani,
Jakarta, p.96
4 H. M. Taher Ali, 2016, Peran Strategis Zakat Dalam Masterplene Arsitektur
Keuangan Syariah Indonesia, presented at national seminar organized by
BAZNAS, at Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta, p.6.

The problems often arise in collecting the zakat profession
in the Gorontalo Provincial Government and the Regency/City
Government.The problems are resulted from the
implementation of collecting the profession zakatof civil
servants/civil servant candidates and officials who have become
fixed muzaki, which slow down the distribution of zakat funds
from SKPD (Local Government Agencies). The zakat
fromevery institutionis forwarded to the Institution of Amil
Zakat and distribute it to the mustahik or the recipients who
must receive the zakat.Along with the increase of poverty rate,
the number of zakat or mustahik recipients is also
increased.The data obtained by the researchers in the field, for
Gorontalo Province with a population of 1.2 million, the
mustahik number of zakat recipients is 611.274 people
(interview with the Deputy Chairman II of Distribution Baznas
of Gorontalo Province on March 3, 2017). This is a serious
issue that the local government must address. Without the help
of profession zakat, thepoor society (underprivileged) will not
be able tocope with their everyday life. In this case, zakat is
essential to helpthem.

This research will review and analyze the legal issues
related to the research on the urgency of profession
zakatmanagement for Gorontalo community empowerment.
This study used a statutory approach, conceptual approach and
legal theory as well as case approach. The research utilized
literature, observation, and interviews as the data collection
techniques.

2. Zakat management based on act regulation
Previously it has been discussed that zakat is includedin a

group of religious laws or is called thediyani law.
However,based on the reality in Indonesia, the regulation does
not only regulate the management of zakat but also has entered
the substance of the law of zakat itself. This means that zakat
worship is not only normative/serviced, but also as formally
juridical/qadha'iaslaw regulates it. The intended Act is Act No.
23 of 2011 on Management of Zakat (Act No. 23/2011).

ActNo. 23/2011 is the replacement of Act No. 38 of 1999 on the
Management of Zakat which is already in effect. In
consideration of the Act. No. 23/2011 article e states that Act
No. 38 of 1999 on the Management of Zakat is not in
accordance with the development of legal needs in society, so it
needs to be replaced. This is the government's consideration to
replace the Act No. 38/1999 with the Act No. 23/2011, to adjust
based on the condition and the situation of the people of
Indonesia which is always dynamic and evolvingalong with the
times, as a result of globalization and modernization. Therefore,
the zakat act must also be changed and updated according to the
needs of the Indonesian people nowadays.

Article 1 Sub-Article a ofActNo. 23/2011 states that: "the
management of zakat is the activity of planning, executing and
coordinating in the collection, distribution, and the utilization of
zakat." While the purpose (Article 3 of Act No. 23/2011), is as
follows:

a. Improving the effectiveness and efficiency of services
in the management of zakat, and
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b. Increasing the benefits of zakat to create the welfare of
society and poverty alleviation.

3. The implementation of Profession Zakat for
the Community Empowerment
The ups and downs of the implementation of profession

zakat in Gorontalo are due to the policy on zakat management
regulation that has not been maximized, thus affecting the
implementation of its management. The implementation of
zakat based on a clear regulation is essential to place public or
private employees as the subjects. Civil servants or other
professions, who have high income as those who are obliged in
the payment of zakat can be used for the benefit of other
people. This is aimed to manifest the welfare for the poor
economy.5

The presence of Act No. 38 of 1999 Jo of Act No. 23 of
2011 about Zakat Management (UUPZ) has given widespread
implications for its management institutions. The payment of
Zakat is expected to be entrenched in a capable Muslim society
and can be functioned optimally as the most important
instrument of economic empowerment of people and nation.6

Such practices should be undertaken and followed by most
civil servants or private employees or other professions in
Gorontalo so that the management of zakat is more leverage
and professional. This is similar to the results of the interview
with the Head of Economic Section Zulbahri Yusuf, ST, MT on
April 14, 2017, that the zakat deductions by the local
government have been made well.Though there are still
obstacles encountered, especially in terms of understanding the
obligation to give zakat which is still personal, and reporting on
the distribution of zakat funds has not run optimally.

As the effort for actualizing the proper and professional
management of zakat in accordance with the provisions of
religion, it requires good and perfect law enforcement that need
law enforcement officers who have sufficient moral or faith
qualities, willing to sacrifice by the high dedication and have a
great responsibility to the interests of many people. According
to Jeremy Bentham, the purpose of the law is to create the
happiness formany. The existence of the state and the law is
solely for the sake of the true benefit of people's happiness.7

Therefore, to achieve happiness for many people, it is
essential is to fulfill the obligation of zakat for those who are
capable. The zakat management should also be supported bya
good and professional procedure based on the provisions of
sharia. In order to avoid inequality on the implementation of
zakat management function, it is expected that BAZNAS
Gorontalo institution can channel the right program to the
needy and give information related to zakat management so that
the management of zakat in the future will be increasedto fulfill
the prosperity of society.

Meanwhile, related to the management of zakat fund, there
should be a synergy between the central government, local

5 Muhammad Hadi, 2010, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah
Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p.204.
6 Nur Mohamad Kasim, 2014, Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat
Profesi,Pohon Cahaya, Yogyakarta, p.70.
7 Achmad Ali, 2009, Menguak Tabir Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk
Interpretasi Undang-Undang, Kencana, Prenada Group, Jakarta, p.273.

government, BAZNAS and LAZ in advancing and developing
the management of this charity from a social institution into a
sharia financial institution. This can be done solely to make the
management of zakat funds tobe more transparent and
accountable in accordance with the provisions of sharia.

4. Conclusions
The problem of zakat management especially profession

zakat is quite complex in which it has become the problem
faced by all Muslims nowadays, especially for the muzakkias
the zakat payer. The importance of building Muslim solidarity
through profession zakat as its strength in promoting and
improving the welfare of society to create awareness that
profession zakat is efficient and useful for the community.

The realization of zakat management in Gorontalo does
not seem to run effectivelybecause the open management of
zakat management is still experiencing a number of difficulties,
in particular on the mechanism of collecting and distributing
the zakat.Also, those who are obliged of profession zakat
appear to be reluctant to pay zakat through BAZNAS. There are
still concerns of the muzakkiregardingthe distribution of zakat
and the lack of information to the public.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh

Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam

al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat.

Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung

misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat.

Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem

kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan

umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya

menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.8

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Taubah 103 yang

artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihakan dan menyucikan mereka dan berdoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman

jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Kata “ambillah” dalam ayat tersebut mengandung pengertian

“perintah” untuk memungut zakat secara sistematis dan

profesional, yang ditujukan kepada ulil amri atau penguasa. Para

ulama telah sepakat bahwa wajib atas penguasa untuk

mengangkat para petugas zakat, seperti yang dilakukan oleh Nabi

Muhammad SAW dan Khalifah-khalifah sesudah beliau pada masa

pemerintahannya masing-masing telah berbuat hal tersebut, yaitu

mengangkat petugas zakat untuk mengurusi zakat.

Zakat menurut syaraʽ adalah sejumlah harta tertentu yang

telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah

8 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan
Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1
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SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan

diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan

tertentu pula.

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta

yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-

Quran dan al-Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan,

peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya jenis harta

tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak

zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya

perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan

seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji,

pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari

kerja tertentu yang telah mencapai nisāb atau disebut dengan

zakat profesi.

Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat

yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional

tertentu, baik yang ilakukan sendiri maupun bersama orang atau

lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang

memenuhi nisāb. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering

menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu

yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter,

advokat, motivator, pengacara (lawyer), designer dan sebagainya.9

Dalam masa sekarang ini banyak orang yang belum

mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Dan

kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat

berzakat tidak mengetahui bahkan tidak paham bahwa

sebenarnya ia terkena wajib zakat, kebanyakan hanya mengetahui

tentang zakat fitra saja yang rutin dilaksanakan menjelang idul

9 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 459.
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fitri. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mengenai zakat

sangat sedikit.

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan.

Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita

mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total

penduduk Indonesia (Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2004).

Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu

sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk (Data

Biro Pusat Statistika (BPS) 2002).

Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat

Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam

yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak

termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru

sebaliknya. Di mana-mana kita menyaksikan fenomena eksploitasi

alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga

menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah (3

milyar dolar AS) setiap tahunnya (Data Departemen Kehutanan RI,

2004). Sumberdaya alam lainnya, seperti mineral dan barang

tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi

sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang terjadi adalah, semua

kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok

sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa besarnya.

Padahal, Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan

kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat

dibenci-Nya. Akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar

biasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah bahwa

kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan
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budaya bangsa yang sangat signifikan, dari bangsa yang

berbudaya ramah, suka bergotong royong, dan saling toleransi,

menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemarah, dan melupakan

nilai-nilai kemanusiaan. Yang kaya semakin arogan dengan

kekayaannya, sementara yang miskin semakin terpuruk dalam

kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat

besar. Dan hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik

sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama

dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari

kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan

disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh

ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat

membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat,

sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu

mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat

mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak

mampu (the have not).

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Naskah Kebijakan tentang Zakat Profesi ini diharapkan akan

menghasilkan sebuah gagasan pemikiran yang mampu

menjamin pengelolaan zakat secara profesional yang dapat

dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan,

partisipatif dan akuntabel, sehingga tujuan pengelolaan zakat

dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

2. Manfaat

Manfaat dari Naskah Kebijakan ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman kepada para pihak dalam hal ini
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para kalangan profesi dan pengambil kebijakan terhadap zakat

profesi.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan

mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum

positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari

peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan

terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi.
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BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI

A. Landasan Zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan di

Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah

diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat

zakat, shodaqah, dan infaq yang turun dari Makkah baru berupa

anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian

bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang

meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul,

karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa,

sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan

kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari

Allah SWT. Disamping itu kekayaan yang ada ditangan para nabi

adalah titipan dan amanah Allah SWT yang tidak dapat

diwariskan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur`an,

Sunnah, dan Ijma Ulama:

1. Al Qur`an

a. Surat Al-Baqaraah ayat 43: Artinya: “dirikanlah sholat dan

tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-

orang yang ruku`”.

b. Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: “ambillah zakat dari

sebagaian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan do`akanlah

mereka sesungguhnya do`amu dapat memberikan

ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui”.
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c. Surat Al An`aam ayat 141: Artinya: “makanlah buahnya

jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya)

dibari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat)”.

2. Sunnah

a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan

Muslim dan Abdullah bin Umar: Artinya: “Islam dibangun

atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan

Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan sholat,

membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan”.

b. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya:

“sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-

orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan

batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-

orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar

atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya

diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan

menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka

dengan pedih”.

3. Ijma

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah

sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya

berarti telah kafir dari Islam.

Al Qur`an dan hadist Nabi memberikan peringatan keras

terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, berhak untuk

diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu

Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar

dan Baihaqi). Apabila keengganan itu memasal, maka Allah SWT

akan menurunkan azabNya dalam bentuk kemarau yang panjang

(HR. Imam Thabrani). Sedangkan di akhirat nanti, harta benda

yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya
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(QS. 9:34-35). Khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad untuk

memerangi orang yang mau sholat tetapi secara sadar dan sengaja

enggan untuk berzakat (Sayid Sabiq, Fiqh Sunah, 1968). Abdullah

bin mas`ud menyatakan bahwa, barang siapa yang melaksanakan

sholat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada sholat

baginya (abdul Qasim bin Salam, Al Amwaal, 1986).

B. Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni zakat fitrah, yaitu zakat

yang wajib dikelaurkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan

Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,176 kilogram

makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat Maal

(zakat harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian,

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan

perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki

perhitungannya sendiri-sendiri.10

C. Penerima Zakat

Mereka yang menerima zakat yaitu:11

a. Fakir, yaitu mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

c. Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan

zakat.

d. Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk islam dan

membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan

keadaan barunya.

e. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

10 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1994), hal. 224

11 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, (Jakarta: Penebar Salam, 2000), hal. 210
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f. Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan

yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

g. Fisabillillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah

(missal: dakwah, perang, dan sebagainya).

h. Ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di

perjalanan.

D. Zakat sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Zakat merupakan landasa sistem perekonomian Islam dan

menjadi tulang punggungnya. Sistem perekonomian Islam

didasarkan atas pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik asal,

maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah kepemilikan,

hak-hak dan penyaluran serta pendistribusiannya. Zakat

merupakan pencerminan semua itu, karena ia merupakan salah

satu hak terpenting yang dijadikan Allah SWT di dalam pemilikan.

Di dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain

diluar zakat, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadist, bahwa

“sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat,” namun

tetap zakat adalah merupakan hak terpenting di dalam harta.

Zakat akan menjadi penyerahan total kepada Allah SWt dalam

persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad SAW: “zakat adalah

bukti (penyerahan)”. Isalam memiliki prinsip-prinsip tertentu

dalam masalah modal, yaitu antara lain bahwa penumpukan dan

pembekuan harta adalah tindakan tidak benar. Harta harus

dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam

masalah ini. Dalam modal yang tidak dikembangkan, tetap

terdapat kewajiban membayar zakat.

Sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran

dan melarang penimbunan harta, sesuai dengan firman Allah

SWT: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
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tidak menafkahkannya pada jalan Allah SWT, maka

beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat)

siksa yang pedih (QS. At Taubah: 34)”. Selama infaq di jalan Allah

SWT ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar

zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah

terjadi. Rasulullah SAW bersabda: “selama kamu tunaikan

zakatnya, maka ia bukan timbunan”.

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari

akumulasi modal (kekayaan) oleh seseorang atau sekelompok

orang tertentu. Islam tidak melarang ummatnya menjadi kaya,

namun tidak menghendaki ketidakadilan atas kepemilikan modal

dalam umatnya, sehingga dikeluarkannya sebuah mekanisme

zakat untuk mencegah hal tersebut, ketidakadilan menunjukkan

adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini

merupakan ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran

ummat, baik secara ekonomis, social, maupun spiritual.

Sementara Isalam, merupakan agama yang mensyariatkan

tanggung jawab social kepada ummatnya, karena dengan hal

tersebut, seseorang akan menemukan basis ketakwaan dalam

bentuk solidaritas kemanusiaan, memandang manusia lain

sebagaimana Tuhan menciptakan fitrah manusia bukan karena

status social yang melekat padanya. Kehadiran zakat dinilai akan

mampu mewujudkan sebuah umat yang berkeadilan sehingga

keccemburuan social dapat dihindari.

Kondisi saat ini memperlihatkan masih banyaknya

kemiskinan dan kaum mustadz`ifin banyak berada di sekitar kita

namun seakan kondisi seperti ini tidak mampu lagi menggugah

idealism kemanusiaan dalam kalbu kita yang semakin tenggelam

dalam romantiknya ritus keagamaan yang kita gelar setiap saat.

Jika kondisi yang diharapkan belum tercapai, maka bukan berarti
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bahwa syari`ah ini yang salah karena superioritas wahyu menjadi

kebenaran mutlak. Artinya, ada sesuatu yang belum tepat dalam

mekanisme pelaksanaannya, sehingga melakukan transformasi

konseptual syari`ah menjadi sesuatu yang perlu dilakukan.

Dimana masa Khalifah Abu Bakar r.a., zakat dianggap

sebagai pajak sehingga setiap masyarakat diharuskan baik secara

syari`ah maupun oleh aturan Negara. Mereka yang tidak

membayarnya akan diperangi secara militer. Begitu pentingnya

masalah zakat ini bagi kelangsungan ummat sehingga menuntut

pengelolaan secara profesional oleh sebuah institusi yang

dijalankan berdasarkan prinsip dasar keummatan, mewujudkan

keadilan yang secara distributive memberikan kesempatan yang

sama untuk dapat hidup dalam kebercukupan.

Dalam konteks saat ini, perlu penegasan prospek

pembangunan ummat berbasis zakat sebagai sebuah mekanisme

pemberantasan kemiskinan yang merupakan kondisi objektif

sebahagian besar ummat saat ini. Prospek yang dimaksud adalah

bagaimana mewujudkan kemandirian ummat baik secara

ekonomis maupun social melalui mekanisme zakat dengan

kompleksitas masalah yang melingkupnya.

Agama pada dasarnya tidak hanya menuntut kesalehan

individual-transendensial saja, yang tergugurkan dengan hanya

melaksanakan kewajiban berdasarkan ayat-ayat Al Qur`an tetapi

pada proses menumbuhkan kepedulian dan kesalehan social,

membumikan proses humanisasi yang berspirit transendensial.

Dikotomi agama dan ajarannya dengan realitas sosial dimana

ummat berada sudah harus ditanggalkan dan kita beralih pada

upaya kontekstual agama yang secara fungsional dapat menjadi
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“rahmat” bagi setiap ummat. Tidak terkecuali zakat sebagai salah

satu ketentuan syari`ah atau ajaran agama.

Pada akhirnya, zakat harus dipahami sebagai bukan

semata-mata kewajiban transendensial saja tetapi merupakan

manifestasi relasi sosial ummat sebagai wujud ketakwaan dalam

pengertian universalnya, mewujudkan keadilan dan menjadi

“rahmat” bagi seluruh kehidupan. Dengan demikian, keberadaan

Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagai institusi manajemen

zakat, yang merumuskan program-program pembangunan ummat

menjadi penting. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan

semua kalangan yang berkompoten melalui proses pendampingan

dan partisipasi ummat, sehingga keberadaan agama, dengan

syari`ah zakatnya, dapat benar-benar menjadi media humanisasi,

mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi ummat.

Zakat harus dapat berperan sebagai instrument

transformasi ummat, mewujudkan kondisi berpenghidupan yang

lebih adil dan humanis. Pada tataran ini, zakat tidak hanya

dipahami sebagai proses karitatif “menyucikan” harta, atau untuk

menghindari “kecemburuan sosial” saja, tetapi lebih pada upaya

berfungsi menyelesaikan problem keummatan jangka pendek,

tetapi lebih pada usaha menyentuh akar masalah dengan

menawarkan program-program pengembangan ummat yang actual

dan dapat direalisasikan dengan kondisi keummatan saat ini.12

E. Prinsip Good Governance

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang

baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi Negara.

Asas ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh

12 Edi Sudewo, Politik Ziswaf, (Tangerang: CID, 2008), hal 69



13

administrasi Negara dan juga oleh hakim untuk menguji

keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata

administrasi Negara. Asas ini pun meliputi antara lain motivasi

yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-

hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak

menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, fairness

dan lain-lain.

Tinjauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance) tidak hanya berkenaan dengan fungsi

administrasi Negara, melainkan juga termasuk pada cabang-

cabang kekuasaan Negara yang lain seperti pembentukan undang-

undang dan penegak hukum. Berbagai ungkapan teoritik sering

dilekatkan pada bentuk dan isi pemyelenggaraan pemerintahan

yang baik seperti: responsible, accountable, controllable,

transparency, limitable, dan lain sebagainya.

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang

baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan,

kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan

perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas

diri, hak maupun harta bendanya. Oleh karena itu, sangat wajar

apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

terutama ditujukan pada pembaharuan penegakkan hukum.

Secara praktis, usaha mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih,

memberikan kemudahan dan berbagai jaminan langsung kepada

masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain

dari upaya pembaharuan sistem administrasi Negara (birokrasi)

dan tata cara penegakkan hukum.
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Memasuki era reformasi, permasalahan pemerintahan yang

baik diakomodasi dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Melalui pengaturan ini bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk

senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip good governance.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih da Bebas KKN,

asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia

diidentifikasikan dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai asas umum

penyelenggaraan Negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, dan asas

akuntabilitas.

Disamping itu, Pasal 5 Undang-Undang tentang KKN dan

Pasal 3 ayat (1) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, menentukan

untuk menghindari segala bentuk KKN, seseorang yang dipercaya

menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus

beresumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan

dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah

menjabat, melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama,

ras, dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tersela,

melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan

pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang

baik yang berlaku secara universal di beberapa Negara sebagai

hukum tidak tertulis, di Indonesia dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999, merumuskan asas-asas umum

penyelenggaraan Negara tersebut secara formal mengikat

penyelenggara Negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan

fungsinya.

Dalam kaitan pengumpulan dan pemberdayaan zakat,

implementasi prinsip pemerintahan yang baik diperlukan sebagai

bagian dari sistem penyelenggaraan perekonomian Negara untuk

mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu serta

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu,

pengelolaan zakat haruslah ditempatkan sebagai bagian dari

penyelenggaraan perekonomian dengan salah satu pilarnya

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan masyarakat

berkaitan dengan bagaimana mengelola dan memberdayakan

zakat agar dapat dinikmati oleh yang berhak dan mengentaskan

kemiskinan perlu pula didasarkan atas administrasi pemerintahan

yang berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini

terkait pula dengan perkembangan teknologi dan manajemen yang

dapat terakomodasi dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan

zakat. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan zakat agar tepat guna dan berhasil guna.
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Birokrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara

merupakan unsur penting dalam suatu Negara, sehingga tidak

efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, dalam mengumpulkan dan mengelola zakat

dapat saja bersumber dari kelemahan dibidang manajemen,

terutama pengelola zakat yang tidak mengindahkan prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Persoalan pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara Negara inilah

yang sebenarnya mendasari lahirnya TAP MPR RI No.

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yana Bersih dan

Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat perlu

mengedepankan transparansi yang dibangun atas dasar arus

informasi yang bebas. Seluruh proses pengelolaan zakat, lembaga-

lembaga pengelola, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkenptingan, dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.

F. Pengelolaan Zakat Profesi

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil

mengembangkan potensinya, baik eksternal maupun internal

dirinya. Yang termasuk kelompok eksternal adalah manusia

mampun mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-

surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang

tergolong potensi dalam dirinya adalah kemampuan manusia

mengembangkan keahlian untuk mendapat keuntungan yang

besar, misalnya profesi dosen, dokter dan advokat. Oleh sebab itu,
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Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut dengan zakat

profesi.13

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua

usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sector jasa maupun

profesi belum sepenuhnya diterima oleh ummat Islam di

Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan social, tidaklah

memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan

teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis

penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang

sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin

bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan

dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh,

petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar

zakat, semantara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru

dibiarkan tidak membayar.

Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia

masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-

jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.14

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang

disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid pada

masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satupun fikih

klasik yang membahasnya. Oleh sabab itu, sangatlah wajar

apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat

ulama di sekitar zakat profesi ini.15

13 Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 63
14 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010), hal. 2
15 Noor Afiah, Arsitektur Zakat Indoensia, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. 104
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Fungsi zakat harus dapat diwujudkan dan ditingkatkan,

sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.16 Untuk

mendapatkan manfaat atau hasil dalam pemenuhan fungsi zakat

sebagai asset pembangunan kesejahteraan ummat, pengelolaan

zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur

oleh Agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatka,

para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat

(mustahiq), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam

hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah

untuk mengelola zakat demi kemashalatan bersama (ummat).

Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para muzzaki

untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustaqih atau

membantu para mustaqih dalam menerima hak-haknya.17

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak

dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam hal

ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik ditingkat Pusat,

Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ)

yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat. Sedangkan defenisi pengelolaan dana zakat menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Sampai saat ini, tidak sedikit muncul

organisasi pengelola zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah,

daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh

16 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
hal.3

17 Ibid. hal. 2
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pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan. Tugas

pokok organisasi pengelola zakat adalah memungut zakat dan

infaq, termasuk zakat/infaq profesi bagi yang beragama Islam

yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syari`at Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi

antara lain18 2,5% (apabila dianalogikan dengan zakat

perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian),

dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat rikaz).

18 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 96
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BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan salah

satu instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai

distributor aliran kekayaan dari tangan the have kepada the have

not. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk

menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga

taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Sumber-zumber

zakat mencakup berbagai harta dari berbagai aspek kehidupan

yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini. Manfaat dan

hikmah zakat sangat luar biasa bagi manusia, diantaranya

menunjukan keimanan seseorang. Pentingnya Zakat dapat dilihat

dari Al Quran dimana perintah wajib zakat banyak yang

berdampingan dengan perintah sholat wajib. Zakat merupakan

ekonomi Islam yang sangat bermanfaat di dunia khususnya di

Indonesia yang falam masalah krisis moral, karena pengaruh

budaya asing yaitu individualisme. Yang kaya semakin kaya dan

yang miskin semakin merana.

B. Saran

Umat Islam harus memenuhi kewajiban zakatnya bagi yang

mampu dan memenuhi syarat wajib untuk zakat, dikarenakan

sangat pentingnya zakat bagi umat manusia, khususnya di

Indonesia yang masih banyak kemiskinan di mana-mana, ingatlah

bahwa kita (umat Islam) seseungguhnya bersaudara, apakah kita

tega membiarkan saudara-saudara kita dalam kesusahan. Maka

dari itu berzakatlah karena zakat merupakan salah satu cara

untuk membantu mereka. Janganlah menjadi orang yang kufur

nikmat yang selalu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT
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berikan karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini

hanyalah milik Dia semata dan akan kembali pada-Nya. Bagi

pemerintah agar lebih memperbaiki manajemen dalam pengelolaan

zakat, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan

masyarakat dalam melaksanakan zakat, khususnya zakat profesi.
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